PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

Mchimbeang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARA|

NOMCR 12 TAHUN 2011

; TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DS

BUPATI MANGCARA,

balwvea dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan
retiibust  daerah, maka perlu  diadakan penyesualats
terhadap Peraluran Daerah Kabupaten Manggarai Nomar
4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah;

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomo:
25 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribus:
Dasrah. maka Peraturan Daerah Kabupalern Manggarai
Nemor 4 Tanun 2005 tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah perlu disesuaikan dan diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimzna dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan
daerah Kabugaten Manggarai tentang Ratribust e mzkaian
Kekayaan Daerah.

Undang-Undang Nomcr €9 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-D;aerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daszrah-daerah Tingkat i Bali, Nusa Tenggara Barat dar:
Nusé Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1931 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Razpubiilk Inburesiz Tahun 1981 Nomor 7€, Tambahan \H\:

[2mbaran Naoara Republil Indonesia Nomor 3209),

L
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Undang-Undany Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1899 Nomor 75, Tambatan
Lemparan Negara Republik Indonesia Nomor 3841),
Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tenta [e]
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nonior 4355); ¢
Undang-Uncang  Nomor 10  Tahun 2004 tentar
Pembentukan Peraturar Perundang-undangan (Lembar .
Negara Repubdlik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor ©
Tembhahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNom .
4289),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentar -
Pemeriksaan,  Pengelolaan  dan Tanggung Jawi:
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indones
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negaia
Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimaria
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahurn 20C8 tentang Perubahan Kedua
atas Undang:-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentarq
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republm
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembare
Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun. 2004 tentan;
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat da"
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paja:
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomcr 5049),

no
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaar:  Keuangan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Femerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 ientang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tlentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor A TN
Peraturan Femerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Repubiik Indcnesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan
Leinbararn Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun- 2007  tentang
Leinbaran Daerah dan Berita Daerah;
lnstﬁnksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika,
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan Governmnet,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

sefbagaimana telah diubah dengan Peraturan Nenter

w
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Menetapkan

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua at as Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor "3
Tah%m 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangen
Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

20. Keputusan Menter Pekerjaan Umum Nomor 583

Tahun1988 lentang Pedoman Penggunaan Peralatan:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
dan
BUPATI MANGGARAI|

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS| PEMAKMIAN
KEKAYAAN DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturar Daerah ini yang dimaksud dengan

1

P

Bl

Daerah adalah Kabupaten Manggarai
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai. . ;
Bupati adalah Bupati Manggarai.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah .
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

Retribusi Jasa Usaha adalah ret~ribusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
Retribusi Pemakaian.Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
antara lain

adalah Pambayaran atas Femakaian Kekayaan Daerah

pemakaian tanah, gedung, bangunan, pemakaian kendaraan/alat berat, alat
iaboratorium milik Dazrah, Radio Pemerintah Daerah dan Warung Internet.
Waijib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan

pernbayaran retribusi daerah,
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Sural Ketetapan Retribusi Daerah, yany selanjutnya disingkat SKRD adalah
Sural Keputusan yang menentikan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
Surat Tagihan Retribusi Dasrah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda,

Pemeriksaan adalah serangkalan lkegiatari untuk mencari, mengumpulkan
dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatihan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan
arundangan-undangan Rétribusi Daerali.

Penyidikan tndak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
indakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpuikan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi

daeran yang terjadi serta menemukan tersangkanya

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dergan narna Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai

peinbayaran atas pemakaian kekayaan Daerah,

(1)

(2)

Subyek Retribusi Pernakaian Kekayaar Daerah adalah orang pribadi atau badan

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pernakaian ikekayaan daerah untuk jangka waktu
tertentu yang meliputi :

a. pemakaian tanah;

b. pemakaian gedung/bangunan;

¢. pemakaian kendaraan/alat-alat beravperalatan laboratorium milik

daerah/billboard/speedboat dan fasilitas perikanan lainnya; dan

d. pemakaian jasa siaran Radio Pemerintah Daerah dan warung internet.
Dikecualikan dari obyek retribusi adalah penggunaan tanah yang tidak

mengubat fungsi tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau

penanaman kabel listrik/telepon ditepi jalan urnum.

Pasal 4

yang menggunakan lekayaan daerah,




BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa

lJsaha

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian

kekayaan Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur can besarnya tant digasarar atas

tujuan untuk mernperoleh keuntungar yang layak sebagaimana «
pera SecCc isie

pantas diterima oieh pengusaha swas'a sejenis yang berop

dan berorientasi pacua harga pasar

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif retribusi d:tetapxan sebagai berikut
a. penggunaan tanah :

i retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ru

Rp 300/m2/hari,
tanah yang dipergunakan untuk berjualan

ng-patung xesenian sebesar Rp 300/m2/hari; dan

2 retribusi tanaman hias

ukiran dan patu
3. retribusi tanah y
sebesar 1 % x harga tanah x luas tanah.

b 2nggunaan gedung/bangunar .

1. gedung pertemuén/aula Setda .
Rp. 1.000.000,-/hari;dan

a) pesta/rapat
Rp.  20.000,-/jam.

b) olahraga

2 gedung/balai kecamatan .
Rp 150.000,-/hari;dan

a) pesta/rapat
Rp 10.000,-/jam.

h) olahraga
3. gedung balai kelurahan .

ang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal
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a) pesta/rapat Rp  100.000,-/haridan
b) olahraga Rp 10.000,-/jam.
gedunyg Pemerintah Daerah : ‘
a) gedung MCC Rp 4.500.000,-/hari:
b) gedung pemerintah permanen Rp. 2.500/m2/bulan;
c) gedung pemerintah semi permanen Rp. 1.500/m2/bulan;
d) gudang di Reo Rp. 7.000.000,-/tahun;
e) Wisma atlit Golodukal Rp. 40.000.000,-/tahun;dan
f) Kamar di bawah tribun stadion
Golodukal Rp. 200.000,-/bulan
penggunaan rumah
a) rumah dinus permanent yang terletak di [bukote Kabupaten
Rp 2.500,-/m2/bulan;
D) rurrah dinas permanent yang terletak di Ibukota Kecamatan
Rp 1.500,-/m2/bulan;
c) ri:mah dinas permanent yang terletak di Ibukota Kelurahan
Rp 1.000,-/m/bulan; dan
d) rumah dinas semi permanent 50 % dari retribusi rumah dinas

permanent.

penggunaan rumah swadaya :

a)

b)

O

rumah swadaya rakyat permanent yang terletak di lbukota
Kecamatan Rp1.500,-/m2/bulan dan terletak di Desa/Kelurahan
Rp 1.500,-/m2/bulan;

rumah swadaya rakyat semi permanent yang terletak di Ibukota
Kecamatan dan Desa/Kelurahan Rp 1.000,-/m2/bulan; dan
rumah swadaya rakyat darurat yang terletak di Ibukota

Kecamatan dan Desa/Kelurahan Rp 500,-/ m2/bulan.

retribusi pemakaian kendaraan, alat-alat berat dan alat-alat Laboratorium :

g.

Retribusi Pemakaian Kendaraan dan Alat-alat Berat :

7
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a. | bump Truck Toyota Dyna 3O Rp. 585.000,-/hari/7jam/unit i
b. | Dump Truck HINO: Rp. 420.000,-/hari/7jam/unit
: c. | Stone Crusher Type C1 2,6 Ton/ Jam: | Rp. 364.000.- /hari/7jam/uni
d. | Asphalt Mixing Plant ( Mini ) MBT-300: | Rp. 644,000,-/hari/7jam/unil
e. | Asphalt Sprayar Big Gian 800 Ltr: |l Rp. 385.000 -/nari/7jam/unit,
f [ Buldozer Komatsu D50A 110 HP: TRp, 700.000.-/hari/?jam/unif.
g. | Compressor : TRp. 350.000;/hari/?jam/umt..
h. I Concrete Mixer: i Rp. 140.000,-/hari/7jam/unit
i | Excavator Komatsu PC 100-6F: Ro.1 .955.OOO,/hari/7)am/unit~;i__1
J. | Excavator Komatsu PC 100-F: Rp.1.400‘000./hari/7jam/unil:

|




i-k i Excavator Koma(su PC 200 ['Rp.2.100 OOO,/haru‘?;am/un_ir-
amal TR e T Rp2.450 000, /hari/7;am/unit,
<o cwememTies o0 e & e REE 140 000.-/hari/7jam/unit.
1’7\.— WMelofGragenowal. ~TRp 700 000,-/hari7jam/unit
S [ Wheel Loader KomatsJ WA 180-3 Rp 1,995 000 /hari/7jam/unit,
p. [ Tandem Roller (Mini) Sakai SW502: Rp. 994.000,-/nari/7jam/unit. |
I"q. | Vibrator Roller Bomag BW 212: Rp. 609,000 -/hari/7jam/unit;
Rp. 140,000 /hari/7jam/unit; ¥
r. | Tamper: dan

"Welding Sei/ Mesin l.as :

2. retribusi pemakaian alat-alat faboratorium

|

JENIS PENGUJIAN/ PEMERIKSAAN - SATUAN

Rp. 175,000~ hari/7jam/unit _1

BIAYA PERHARI KI'RJA

"o (7 1AM KERJA)
(Rp)
T177 | Sondir. Qc. 150 kg. cm2 atau paling dalam 25 A e
: meter pertitik Titik 325.000,-
2 Fengeboran Tanah Sampai Kedalaran 10 Meter 5
Berikut tes laboratorium i QT 668.000,-
E ‘ Pengambit;_n contoh (sample) tanah asli dengan 1\ 7. i
| bor tarngan maksimal kedalaman 10 meter :l Titik ‘ 121.000,-
4 pengehoran aspalt beton I Titik ‘\ 25.000,- - B
5 Kepadatan Lapangan Tanah/Batuan 1 Titik \\ . 46.000,-
6 Pengu;mn Mutu ( Quality Control ) _j—— TR
a Sirtu TRE —-—_————_]‘—Sampie ?4’3_28% T el
F"T—‘”msmaimm ) Sample J— 127.000,
< -l_igt?n_;_’_———" Samp|e \ 506,000;_—
Wl Pern/eriksa_a—n_lawrba’t:r\_dan pengairan i g T
l a Peme—r—itgaan Contoh Tanah \ k
I o Anali—s;ga;iﬁa—\"-/— e ‘ Sample \ 79.000,
By [ 2 P A '—'—_—" sample r_—‘_'ﬁfoo—o R
R | mmee T e
= e T N ;
h—_—_‘ 1 [ Percobaarm_e_sTg—lw Betbn | Sample 642.00C
i_l—’r—f Slump Tei@W—’———‘—hample 41.000-——;_
'"T—— | 3| Kuat Tekan Kubus/ Silinder/ Pav;‘_g’B—lc;aT—_ | sample 44,000 -
——E-—_—P_P_ér—n-eriksaan Kualitas Semen__———— T "4‘1 “sample \ﬁi—-éi 149,00 M 4




d Pemeriksaan Batuan X T ===
~ : - |
__:_ j’est kualitas Sirtu i Sample | 328.000.-
2 | Test kualitas macadam lf Sample 193.000,-
| 3| Test kualitas spleet, screening hotmix i Sample 515.000,-
. 4 Test kualitas spleet beten | “sample 515.000.-
; ‘ | | "
L 5 1 Test kualitas abu batu ! Sample | 335.000,-
hiisl . 6 'l Pemeriksaan index kepipihan | Sample ! sl N
,.——+—.—— ..—_‘L — 2 e e o } !
e i Pemeriksaan Pasir o
|
1 | Test kualitas pasir pasang TN “Sample 1 ST 2.2 3
s I - } PP ——
2 | Test kualitas pasir beton | sample | 318.000,-
3 | Test kualitas pasir untuk konstruksi jalan 1 Sample 0. Rl
f Pemeriksaan Asphalt Beton (Hotmix) 3 ‘ [ R -
1 | Mix Design Hotmix | Sample ‘ 553,000 ©
2 | Job Mix Asphalt Beton T . Sample } 553.000,- &
| T W A
g Pemeriksaan Kualitas Asphalt [ |
‘ [ St AT W L
1 | Pemeriksaan Asphalt Semen | sample ’ 376.00C,-
| S L
2 | Pemeriksaan Kadar Air Asphalt | sample l 90.000,-
I ¢ Rl
3 | pemeriksaan Kuat Tekan HAMMER TEST " Sample E 37.000,-
4 | Pemeriksaan Kuat Tarik'Besi Beton sampai ‘5 ‘ LT
dengan 16mm | sample , 440.000,
4;____._;‘;__._._. . Yo Siea
\
T—__.—— Biava Mobilisasi Pekerjaan Lapangan
[Ss 3 AR 7 (e
| a | | Mobilisasi Quality Control ; L
1 1| Test Pit dan Penutupan Hari | 165.00C -
fis L P L) R i
5 | pengujian Mutu (Quality Control)
' | | | e
— S R —_———— e — e —— : ‘ :
J i 1 a. Sirtu Hari 220.000,
| | e e s e e —‘————.——‘————'—-————————-—————— I—————
W T Viacadam (CBR on Place) " Har 220.000
B ot ' | Hari | 275.00C,-
3 | Kepadatan Lapa—ggan Hari | 165.00¢
PRI e e & SRR BE e
b Mobilisasi Collecting Data Mekanika Tanah
Lot R S
A 220. OOU
1 | Sendir ringan
i 220. OOU
2 | Bor dangkal
G, A HOTIRGNE SERE T S ik
c pemakaian Peralatan Ukur g
L= SRS Y e - e R ‘
§ 1 | Pengukuran (profil, Uitzet & peil lkontrol) saluran ‘
, e | 297.00)
I i bentangan lebih kecil atau sama dengan 3 m ) arl | DR R
o Lol T \ o e 326,000
I Pengukuran (profil, Uitzet & peil kontrol) L—_—’J___
IS _,_L_,____ AR %

©o




aiuran/ Teali benlangan  lebih besar dari 3 m

|—f —-
I’j{ TB ' Pengukuran ialan ( prohl uitzel & pe.l “kontrol ) Hari ‘ 297 000
’ ! 4 Pengukura1 (wlle:unp dala prohl muel & peul g |
| % ' kontrol) | |
BE i antai bangunan, peil b ‘
L1 Tk ) BRI B Danic ‘ g d »Hmn \‘ 297 000,
_} *_5_ | Pengukuran y waduk/situ Har | 297 000, -
I 6 | Pengukuran an jembatan (nrofil, uitzet, peil kontrol) | _..___‘_ 5 B
jembatan l Hari 356 000,-
7 | Mobilisasi pengukuran ey l -
17173 Pengukuran (profil, uitzet & peil kontrol) l =i
: . | saluran bentangan lebih kecil atau sarna dengan |
| |
| '
H""‘ 3m _ Hari 165.000,
E: Pangukuran {profil, witzet & neii kontrol)
|
11 I ‘ saluran/lrali bentangan lebih besar dari 3m Har: 165.000,-
| O SIS IR B SR R e L . g
E 3 o Pungukuranjalan {,»rohl uitzet & peil korntrol) Hari 165.000,-
- '« . : PRl . 3 '
PG sk
Pengukuran Jembatan (profil, v et B pelt |, ¥ e
Har 165 000

wontral) jemnatan

4. radiogram:

a) PRadiogiam Pemerintah Rp 5.000,-/1 kali permintaan untuk 10

(sepuluh) tujuan, dan

b) Radiogram Swasta dan/atau Peroran

permintaan untuk 10 (sepuluh) tujuan.

berita keluarga
a) berila biasa
(sepuluh) tujuan dan

r

b) berita duka

tujuan
3 |klan/Reklame
a 1 s/d 2 menit untuk 2 (dua)
jklan, dan
b. 1 s/d 2 menit untuk 3 (tiga) kali
300.000,-/1 klan
4 Pilinan pendengar Rp
5. Warung Internet Rp

€. Retribusi pasar hewan, Holding Ground dan Sp

sebagai berkut .

an

retribusi penggunaan jasa siaran Radio Pemerintah dan warnet

Rp 5.000,-/1

Rp5 000 -/1 kali permintaan

kali siaran semalam Rp 25.000,-/1

gan Rp. 5.000,-/1 kali

kali permintaan untuk 10

untuk 10 (sepuluh)

siaran untuk 1 bulan giaran Rp

1.000,-/kartu lagu, dan ‘
5.000,-/jam

eed Boat dengan tari

*.
|
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Uraian

~Jenis ; Jenis

|
;VNO j__»_Ret_rib_u.Eib_ i _Pelayanan/Kegiatan . Ternak/Satuan e T B|aya o
1. | Pasar Hewan | Pzlayanan Teknis dan ['-Sapi Kuda,kerbau 1 4000/ekr/
! | ‘ nemanfaatan sarana dan har|
| prasarana -Babi 2000/ekar/
hari
-Kambing,Domba ! 2000/ekor/ '|
s | hari j
2. | Tempat Pelayanan Teknis dan | -Sapi,Kuda kerbau | 4000/ekar/ |
penampungan pemantaatan Sarana dan hari !
sementara/ Prasarana -Babi [‘ 2000/ekor/
Holding Ground ¢ hiari
" -Kambing,Domba ‘ 2000/e'zor!
ko e TN ‘ Lharl
) Peny(.wc.an ' Pelayanan Teknis  dan { 1500000/
: Qpeed Boet ! pemarnfaatar Sarana dan | ‘ 3 trip/2 jam: =
(keliing  Pulau . Prasarana ‘
' | Mules maksimal 250.0C0/
4 | 10 (sepuluh) | trip/2 jam
' __ngn_g_ berikutny 3

(1)
(@)

(3)

(1)
(2)

Pasal 9

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIl
TATA CARA PEMUMNGUTAN
Pacal 11

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan

(2) diatur

Dokurner lain yang dipersamakan sebagairnana dimaksud pada ayat (2)

dapat herupa karcis, kupon dezn kartu langganan.,

Hasil pemungutan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan

Bupati,

11

l

|
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i
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(2)

(3

[

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

Retribus' yang erutang harus dilakukan secara tunai/lunas paling lamoat 7

(tujuh)  haii sejak diterbithanya SKRD atau  dokumen lain yang

dipersamakan

Ketentuan mengenai tata caia pembayaran, tempat pembayaran angsuran

dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupat|

BAB X
KEBERATAN

Pasal 13

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersar
asa Indonesia dengan disertai

maxkan

Keberatan diajuikan secara tertulis dalam bah

alasan-alasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulari.

sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuall jika Wajib Retribusi dapat

menunjukkan jangka waktu itu di luar kekuasaannya
Keadzan di lvar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

adalan suatu keadaan di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tideak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 14

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat

Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang

diajukan dengan mererbitkan Surat Keputusan Keberatan.
Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya

retribusi terutang.
Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan seluruhnya apabila

jangka waktu sebagaimana dimaksud padé ayat (1) telah lewat dan Bupati

tidak mernberi suatu keputusan.

e



(1)

(4)

(6)

Pasal 15
Kelebihan pembayarar retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 2% (cdua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas)
bulan jika pengajuan keberatan dikabulkan seluruhnya atau sebagiannya.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Bupati atas kelebihan pembayaran retribusi.
Bupati harus‘ memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (erniam) buler
sejax diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
Permohonan pengembalian dianggap dikabulkan dan SKRDLE harus
diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan apabila jangka waktu
sebagaimana dimeksud pade ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak member
suatu keputusan.
Kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunas:
terlebih dahulu utang retribusi, apabila Wajib Retribusi mempunyai utang
retribusi.
Pengernbzalian kelebihan pzmbayaran retribusi sebagaimana dimaksud
rada ayat (1) cilakukan dalara jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkanriya SKRDLB
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan awas
It i Jata o cl2lzinan  pembiyara retrilbus Jik s

H o= L
1

dimaksud pada ayatl (i) dibeiikan dengan memperhatikan kemampuar

Wajib Retribusi.

k!

L i
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(1)

(2)

(6)

(1)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur

dengan Peraturar Bupati.

BAB Xl
PENAGIHAN

Pasal 18
Penagihan retribusi terutang yang ticak atau kurang dibayar dilakukan
dengan menggunakan STRD.
Penagihan retriousi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dengan surat teguran.,
Pengeluaran surat téguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan
retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran,

Dalam jangka waklu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib

- retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh
pejacat yang ditunjuk
Tata cara penagihan dan penerhitan surat teguran diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 19
Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang

retribusi.
Kedaluwarsa penagiian retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

" tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak fangsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a kedaluwarsa penagihan dihituhg sejak tanggal diterimanya surat
teguran tersebut. :
Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permehonan angsurar

14
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(1)

(3)

(4)

(6)

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur

dengan Peraturar Bupati.

BAB Xl
PENAGIHAN
Pasal 18
Penagihan retribusi terutang yarng tiaak atau kurang dibayar dilakukan
dengan menggunakan STRD.
Penagihan retriousi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului
dengan surat teguran.
Pengeluaran surat téguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan
retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran
Dalam jangka walktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib

- retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh
pejacat yang ditunjuk.
Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan

Bupati.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 19

' lakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
Hak untuk melaku o) C J

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya

retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang

retribusi.
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

" tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya sural
teguran tersebut, ‘

Pengakuan utang refribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusl'dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Caerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsurar

A A




atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib

Retribusi.
BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 20

(1) Piutang reiribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Rupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudat'
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Ketentuan rnengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudal

kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

: BAB XVI
' PEMERIKSAAN
Pasal 21
(1) Bupati berwenang rnelakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhar
pernenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturar 3
<

perundang-undangan retribusi.

(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumer

a.
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
obyek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yany
dianggap perlu dan memberikan Dbantuan guna kelancarar
pemeriksaan; dan/atau

c.  memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur

dengan Peraturan Bupat!.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 22
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insent
sehesar 5% (lima persen) atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalan:

(2)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimakstu {'i

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. {
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BAB XVII!
SANKS| ADMINISTRASI
Pasal 23

Dalaim hal wajib retribusi tidak membayar tepa! waktu atau kurang membayar

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

bulan dari relribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih

dengan menggunakan STRD.

(M)

(3)

AR

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24
Pejakbat Pegawai Negeri Sipil tertentu di iingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan .
tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawal
Negeri Sipil tertentu di iingkungari Penmerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atal
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
meneliti. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal orang
nribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; B
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindax

pidana di bidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan
catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan

untuk mendapatkan bahan  bukh

pembukuan, pen
terhadap bahan buxti tersebut,
fs memirta bantuan tenaga ahli dalam

penyidikan tindak pidana di bigang retribusi;
melarang sesorang meninggalkan

rangka pelaksanaan tugas

g. menyuruh  berhenti dan/atau
t pemeriksaan sedang berlangsung dan

ruangan atau tempat pada saa
n/atau dokumen yang dibawa,

memeriksa identitas orang, benda da
|

16
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h.  memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang

retribusi;
memanggil crang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sebagai tersangka atau saxsi,
j menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

memberitahukan dimulainya

BAB XX
KETENTIJAN PIDANA
Pasal 25

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikanr.

keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

pidana denda paling panyak 3 (tiga) kali jumlah retribus terutang, yang tidak -

atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. X

Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) merupaxan penerimaan

Negara.
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten

t Il Manggarai Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian

Daerah Tingka
Lembaran Daerah Kabupéten Manggarai Tahun 2005 Nomor

Kekayaan Daerah (
4 Seri C Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

17
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

. UMUM
Dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi daerah, maka perlu

diadakan penyesuajan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Manggara:
Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Selain
itu Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaar Daerah, sudah tidak sesuai dengan tuntutan
perubahan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah yang secara efektif berlaku sejak 1 Januari 2011, maka
Peraturan Daerah Kaoupaten Manggarai Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Retribusi Pemakaiarn Kekayaan Daerah perlu dicabut

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah ini perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasai 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas,
Pasa! 8

Huruf a

Cukup jelas.




Huruf b
Cukup
Huruf ¢
Angka
Ret
i

Angka 2

jelas.

1

ribusi Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat

sewa alat dimaksud sesuai dengan Keputusan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5858 Tahun 1988

dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 167

Tahun 1991,

jam kerja alat berat dimaksud disediakan selama

kurun waktu pkl. 06.00 s/d 18.00 wita; dan

rumah dinas dan rumah swadaya rakyat d«

kecamatan dan Desa/Kelurahan dikategorikar

sebagai berikut :

a. rumah permanen lalah bangunan yang
berkonstruksi dari dinding tembok, kerangka beton
bertulang tegel teraso atau disamakan dengan itu
atao genteng/sirap/sink, langit enternit yang
disemua bahan-bahannya mempunyaéi
perlengkapan listrik dan saluran air minum atau
sumur,

b. rumah semi permanen ialah bangunan yang
konstruksi dari sebagian papan, kerangka kayu
lantai semen, segel biasa, langit anyaman bambu
atap bambu, atap genteng/‘svap/suf lengkar:
gengan dapur. kamar mandi dan wc, pembuanga’
saluran airr minum, penerangan listrik; dan

¢. rumah darurat adalah rumah dengan atap ijuk

alang, berdinding papan, lantai tanah, papan

dilengkapi dapur

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.
Pasel 10

Cukup jelas.
Pacal 11

Cukup jelas

20
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BUPATI MANGGARAI

PR R G A s R s s t

KEPUTUSAN DUPAT] MANGGARAI
NOMOR ' HK/200.0/20141
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAHM KADUPATEN MANGOARA|
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUS|
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 5
BUPATI MANGGARA.,

Mznimbang : g, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12
Tahun 2071 tentang Retritusi Pemakaian Kekayaarn
Daerah telah ditetapkan pada tanggal 26 Septemher 2011,
maka perlu segera dilaksnnakan:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurul a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Manggarai tentang Pelaksanaan Peraturan  Daerah
Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2011 tenteng
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukin Daorah-Dacrah Tingkat 1| dalam Wilayah
Daerah-daera Tingkat | Ball, Nusa Tonggara Barat dan R

Nusa Tengyara Timur (Lombaran  Negarn Republli ‘
Indonesia T.hun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Repuiblik Indonesia Nomor 1655):
2. Undang-Undany Nomor Tahun 1981 tentang Kital
Unuang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negg
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambat
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209): &
2; Undéng—Undang Nomor 28 Tahun 1999
Penyelenggiaraan Negara yang Bersih dan Bat
Korupsl, Kolusl dan Nepotisme (Lembaran:
Reapublilc Indonasia Tahun 1999 Nomor 75




r
P

4.

6.

10.

.
¢4

Undang-lindang  Nomor 1 Tahun 2004 ten'tang
Perbend:liaraan Negara (Lembaran Negara Republ.lk
Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rebu‘blik
Indonesia Nomar 4355):

Undang-(.)ndamg Nomor 10  Tahun 2004  tentang
Pembentiikan Peraturan Pen.mdang-undnngan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor
4389),;

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004“‘:@%259 ‘
Pemeriks.an, Pengoelolaan  dan Tanggung  Jawab
Keuangar Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Noror 53 Tambahan lembaran Negara
Republik i1idoresia Nomaor 4355):;

Undang-lUndang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah hoeberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintshan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesla Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Ropublik Indonesia Nomor 4844)

Undang-tUindang  Nomor 33  Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pomarintah Pusat dan
Pemerint:han  Dnorah  (Lombaran  Nogara  Republik
donesic Fahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lambaran
Negura Ropublik Indonesia Nomor 4438):;

Undang-lindang Nomor 28 Tahun 2009 lentang Pajak
Dacrah d.n Relibusi Dueran (Lemburan Nogara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negéra Republik Indonesia Nomor 5049); 3
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembarai Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

)
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13,

14,

18.

Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang
Padoman Pembinaan dan Fengawasan [Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi;

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaian

Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

Poraturan Pemotintal Nomor 6 Tahun 2006 lentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara
ReprHk Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimaha
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tanun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 iahun 2006 tenlang Pengelolaan Barang Millk
Negara/Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan lLombaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antard Pomerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupalen/Kota (Lembaran Nogara Republik Indonesla
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inonesia Nomor 4737); ‘
Peraturan I'emerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daeiah dan Rotribusl Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambat:an

Lombaran Negara Republik Indonesla Nomor 5161);

Poraturan  Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Lembaran Daerah dan Berlta Daerah;
nelruksl [ 'rosldon Nomor 8 Tahun

Pangembangan dan Ponduyagunaan Tolematlka,
Ir 3 Tahun 2003 tentang Kebljakan

ngombangan Governmnet; ‘
o

2001 tentang

Instruks! Prosiden Nom

dan-Stralag Naslonal 12
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2008

fentang  Podoman Pongalolnan  Kauangan Daerah,

sebagalmann folah diubah dongan  Peraturan Mentar|
Dalam Negori Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua at as [Peraturan Menterl Dalam Neger Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Ke‘u,arlgan

Daerah;

|
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Menelapkan

KESATU

KEDVIA

KETIGA

KEEMPAT

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang  Milik
Daerah:;

20. Keputusan Menteri Pekeriaan Umum  Nomor 583

Tahun1983 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan:

MEMUTUSKAN :

Melaksanakan ’eraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor
12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Memetintahkan Sekretaris Dacrah Kabupaten Manggarai un.tuk
mengundangkan  Peraturan Doctall - dimaksud ke dalam
Festpbvingaan Dyiveer by 15t ialen M. T

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan
dan Aset Daeral Kabupaten Manggarai untuk :

a. melaksanakan Peféaturan Daerah dimaksud:

b. membuat peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan

Peraturan Duerah dimaksud blla dipandang perlu; dan

c. melaporkan hasll pelaksanaannya kepada Bupatl Manggaral.
Keputusan Inl berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apablla
cllkemudllan hari lerdapat kekeliruan dalam Keputusan Inl, make

akan ditinjau keinbali.

Ditetapkan di Rliteng
pada tanggal 26\September 2011
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PEMERINTAH KABUPAYTEN MANGGARA!

———

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! MANGGARAI,

Meniribiny ©as banwa  dalam  rangka  pelayanan  aquna @ mev
Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mak

vujudkar;

a perl

memusatkari xegiatan perdagangan dalam lokasi terentu yang

peningkatan Pendapatan Asli Daerah:

telah disediakan pemerintah  daerah guna menunjang

b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Ncmor 2¢

Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, make

FPeraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2002

tentang Re=atribusi Pertokoan, sebagaimana telah

diubah

beberapa kali terakhir dergan Peraturan Daerah Kabupater

Manggarai Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Daerah Kabupatén Manggarai Nomor 11 Tahun 200z

A~

teritang Retribusi Fertokoan, perlu disesuaikan dan diganti

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daera':

tentarig Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

=N\

Mengingat

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tehtahg Pembentukar:

Daerah-daerah Tingkat |l dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat

| Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nemor 122

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655},
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nemor 76, Tambahan Lembaran Negara

Repukblik Indonesia Nomor 3209),
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10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyeienggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik’
Indonesia Nomor 3841):

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389):

Undang-Undang Ncrmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Uaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentan
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200¢
lentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republit
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangar
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerat
(Lemba-an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 128
Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Inclonesia Nomor 5049);
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1883

tentang

Peraturan
aksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lemboaran

1983 Nomor 35, Tambahan

Pel
Negara Republik Indonesia Tahun
2epublik Indonesia Nomor 3530),

Lembaran Negara Rep
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun ' 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara‘n Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
rintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

an Penyelenggaraan Pemerintahan
Indonesia Tahun 200&

Peraturan Peme
Pembinaan dan Pengawas

Daerah (Lembaran Negara Republik
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiap{

Nomor 4539);




Menetapkan

il

123

14.

15¢

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan  antara Pemerintah
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur
2007 Nomor 82, Tambahan Lemoaran Negara Republii
Indonesia Nomor 4737):
Peraturan Pemerintah Nomior 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajat
Daerah Dah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republ+
Indoesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negare
Republiik Indonesia Nomor 0161);
Reraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentanc
Pedoman Pengelclaan Keuangan Daerah, sebagaimana telar
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 5¢
Tahun 2007 tentang Perubalian atas Peraturan Menteri Dalamr
Negeri Nomor 13 Tahun 200€ tentang Pedoman Pengelolaari
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Manggara
Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Lernbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Manggara:
Tahun 1988 Nomor 8 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2010 Nomor

12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

dan
BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR
DAN/ATAU PERTOKOAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturar. Daerah ini yang dimaksud dengan :

dy
2:

Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintan Kabupaten Manggarai.

2

<
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14.

16.

Bupati adalah Bupati Manggarai.
Dewan Perwakilan Kabupaten Manggarai, yang selanjutnya disingkat DPR[
adalah Dewan Perwekilan Rakyat Daerah Kapupaten Manggarai

Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Retribus

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daeral

sebagai pembayaran atas jasa aftau pemberian izin tertentu yang khusus

. disediakan dan/atau diberkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati olef
orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganu!
prinsip-prinsip kemersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor
swasta.

Retribusi Pertokoan adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pertokoan yany
dikontrakan yang cisediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pertokoan adalah bangunan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha yang
disediakan, dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan disewakan kepada orang pribad:
atau Badan usaha untuk kepentingan pengembangan usaha

\Wajib ' Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang-undangan Retiibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa retriousi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah.

Surat Ketetapan Retripusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
katetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Setoran Retiibusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dehgan mefwggunakan
formulir atau telan dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingka!
SKRDLB adalah ketetapah retribusi yang menentukan jumlah kelehihan
pemt&ayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribus
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah sura
untuk melakukan tagihan rewibusi dan/atau sanksi administratif berupa bung:

dan/atau denda,

f(



17. Badan aaalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan |lainnya, Badan Usaha Mink
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan
Perkumpularn, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politk atau
organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

~ kolektif dan bentuk usaha tetap

18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi seita pengawasan penyetorannya.

19. Perneriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesiona:
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan Perundang-undangan Relribusi Daerah.

20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta rnengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang

terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUEYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pasar grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagal

pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang

dikontrakan, yan
(2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) adalah

fasilitas pertokcan yang disediakan, dimiliki dan/atau d|kelola oleh BUMN, BUMD

dan Pihak Swasta.

g disediakan/diselenggaralkan oleh Pemerintah Daerah.

; Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pasar

Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan olel, Pemerintah Daerah.

b
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BAB [l
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Relribusi Pasar Gresir dan/atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
i Pasal 6
' Tingkat Penggunaan Jasa ciukur I?erdasarkan Jenis, luas dan jangka waktu pengguna.s:
fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan, ‘ }

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam perietapan larif retribusi didasarkan pada tujuan unt «
memperoleh keuntungan yang layak
(2) Keuritungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntunger
yang diperoleh apabila pelayanean jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dai:

berorientasi pada harga pasar,

EAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya farif ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas, luas lokasi dan

jangka walktu pemakaian.
(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

[ No. , Uraian Besarnya Tarif |
1 f Stan 2 (dua) lantai Rp.  400. 000,-/m?/Tahun |
7 ‘ Stan 1 (satu) lantai Rp. 200. 000,-/m?Tahun J
2. | Aula Pertokoan ‘ Rp. 100. 000,-/m?Tanhun W
4. | Stan Rumah Makan Rp. 175, 000,-/m?%Tahun |
5. | Stan Semi Permanen I Rp.  140.000,-/m*/Tahun

Pasal 9

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (%) diatur dengan P{r
Peraturan Bupati.

i



BAB VII
WILAYAH PEVMIUNGUTAN
Pasal 10

, Retribusi terutang gipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

ungutan retribusi tidak dapat dibcrongkan

(1)> Fem
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
(2) dapa:

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat

berupa karcis, kupéru dan kartu langganan.

(4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan secara oruto ke Kas Daerah

(5) Tata cara pelaksanaan pemungu

t
{

tan retsibusi diatur dengan peraturan Bupa
BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN

PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12
1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas paling lambat 7 (tujuhi

hari sejak diterbitkanya SKRD atau dokumen lain y
tempat pembayaran, angsuran dan

ang dipersamakan

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran,

penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEBERATAN

pPasal 13
ukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejaba

2
4

R e ) L odal oo

(1) Wajib Retribusi dapat mengaj
tas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

yang ditunjuk a
dalam bahasa Indonesia dengan diserta

(2) Keberatan diajukan secara tertulis

: alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan jangka
uhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu

(tiga) bulan sejak

waktu itu tidak dapat dipen

(4) Keadaan di luar kekuasaannya

‘, keadaan di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
membayar retribusi dar U

(5) Pengajuan keberatan {idak menunda kewajiban

pelaksanaan penagihan retrihusi

-




(3)

Pasal 14

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enarn) bulan sejak tanggal Surz’
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukar
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Kep'utusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribus:
terutang.

Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan seluruhnya apabila jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak membe

suatu keputusan.

Pasal 15
Kelebihan pemba)'/aran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bung?
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan jika
pengajuan keberatan dikabulkan seluruhnya atau sebagiannya
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI
PENGEMBALIAN KEILEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengernbalian kepada Bupati ate-
kelebihan pembayaran retribusi.
Bupati harus mernberikan keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejék
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Permohonan pengembalian dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus-diterbitks
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan.

Kelebihan pembayaran re
dahulu utérng retribusi, apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi.

kelebihan pembayaran retribusi sebagain&ana' dimaksud pada ayat
angka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya

tribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih

Pengembalian
(1) dilakukan dalam j
SKRDLB.

Bupati memberikan imbalan buriga sebesar 2%

keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi

(dua persen) sebulan atas

jika pengembaliin




BAB Xl L
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 17 i

(1), Bupali aapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan

~ Peraturan Bupati.

BAB X!l
PENAGIHAN
Pasal 18

(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan
menggunakan STRD.
(2) Penagihan retribusi terutang sebazgaimana dimaksud pada ayat (1) didahului

dengan surat teguran.
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(3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retriousi
setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. |
(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi

narus melunasi retribusi yang terutang.
(5) Suratteguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang

ditunjuk.
(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIV
KEDALUARSA PENACIHAN

Pasal 19

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampui

jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali |

apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimanan dimaksud pad_a'ayat (1) te_rtangguh

apabila :
a, diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak

langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
eguran tersebut /

(2) huruf a,

kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterilnarwya surat t
(4) Pengakuan utang retribusi secara langs.ng sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih,

mempunyai utang retribusi dan belum mezlunasinya kepada Pemerintah Daerah 1




(5) Pengakuan ulang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dar pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan permbayaran dan permohonen keberatan oleh Wajib Retribus:

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUS! YANG KEDALUARSA
Pasal 20
((1) Piutang retribusi vang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(z) Bupali menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaxsud pada ayat (1)

(3) Ketentuan mengenal tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah )

kedaluwarsa diatui dengan Peraturan Bupali

BAB XVI
PEMERIKSAAN
; Pasal 21
(1) Bupati benvenang melakukan pemeriksaan untuk menguyi kepatuhan pemenuhan

kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-tndangan

retribusi.
(2) Waijib retribusi yang diperiksa wajib :
2. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek

retribusi yang terutang;

| b. memberikan kesempatan uniuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan meimberikan bhantuan guna kelanéaran pemeriksaan

dan/atau

¢ memberikan keterangan yang diperlukan.

neriksaan retribusi diatur dengan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pel

Peraturan Bupati.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

pasal 22
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan ingentif atas

dasar pehcapaian kinerja tertentu.

aimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

(2) Pemberian insentif sebag
Anggaran Perdapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberier dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada aval q

(1) diatur dengan peraturan Bupati.
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BAB XVIII
SANKS! ADMINISTRASI

Dalam hal wajib retriousi tidak rnembayar tepat waktu atau kurang membayar dikenaka

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) seliap bulan dari retribus,

yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRUD

BAB XIX
KETE‘NTUAN PENYIDIKAN
Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diber:

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana d

bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara

! Pidana

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawa! Neger

Sipi! tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yarq

berwewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti. mencari dan merigumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang retribusi;
meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

‘sehubungan cengan tindak pidana di bidang retribusi;

memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tmdak pidana

di bidang retribusi;
melzkukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pem
atan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan

bukuan

pencat
bulti tersebut;
meminta bantuan tenaga ahli

tindak pidana di bidang retribusi:
dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan

g berlangsung dan memeriksa

dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikar

menyuruh berhenti
atau tempat pada saat pemeriksaan sedan
identitas orang, benda dan/atauy dokumen yang dibawa,

rmemotret sesecrang yany berkaitan dengan tindak pidana di bidan
untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

g retribus

memanggii erang
tersangka atau saksi

menghentikan penyidikan, dan/atau

1




K. nielakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tirdak
pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundan
undangan

(4) Penyiaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainy
penyidikan dan inenyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melal

Penyidik Pejabat Folisi Negara Republik Indcnesia, sesuai dengan ketentuan yan;

diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pacal 25
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikar
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidane
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumiah retribusi yang tidak atau kurang dibayar

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksuc pada ayal (1) adalah pelanggaran

Pasal 26
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) merupakan penerimaan

Negara.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Segala surat-surat perjanjian yang telan dibuat sebelum Peraturan Daerah ini

diltetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlaku perjanjian

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Manggara: Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi

a.
L‘ Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2002 Nomor 11 Seri C .
, Nomor 3),

b. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

¥ atas Feraturan Daerah Kahupaten Manggaréu Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Retribusi Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2005 Nomor 3
Seri C Nomor 1); dan s 2

¢ Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Momor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan

‘ Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Retribusi Pertokoan (Lembare n Daerah Kapupaten Manggarai Tahun 2007 Nomor € '

Seri C Nomor 3)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerat: ni

dengan penempatannya dalam Lembararn Daerah Kabupaten Manggarai

Ditctapkan Hi Ruteng
pada tanggdl 26 September 2011

? L‘:"BU‘PATI MANY 2ARAI
o T ke -

Diundangkan ai Ruternig
pada tanggal 26 September 2011

C{Z\ERAH KABUPATEN MANGGARAI, L\/

SEKRETARIS

A Y
_iqipAuu.;_s P/ BERO,SH.,M.KES
CISBEMBINA'UTAMA MADYA
“«:NIP. 19531006 198203 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2011 NOMOR 13




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGGARA|
NOMORK 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

UMLUIM

Dalam rangka kelancar‘an pelaksaraan roda pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan di Kabupaten Mang.arai, maka sangat diperlukan dana yang
memadai untuk mendukung kegiatan dimaksud. Berhubung masih terbatasnya
sumber penerimaan Daerah dibandingkan dengan kebutuhan untuk pembiayaan
pemerintali, pembangunan dan kemasyarakatan, maka diperlukan peningkatan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang efektif melalui penggalian sumber-
sumber pendapatan yang potensial.

Oleh karena itu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang PRajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka periu diadakan
penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 11 Tahun
200z tentang Retribusi Pertokoan dan Peraturan Daerah Kabupaten Manggafa
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Manggarai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pertokoan, khususnya
menyangkut struktur dan besarnya tarif sejalan dengan perubahan struktur

perekonomian masyarakat.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

CukUpjmas. ‘ ‘
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Fasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jetas.
Pasal 13
Cukup jeias
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
; Cuxup ielas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jeias.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
. Cukup jelas
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